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P U T U S A N 

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Sel 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SELONG 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam 

sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai 

Talak antara: 

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, 

tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai 

Pemohon; 

melawan 

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx 

xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK 

TIMUR, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa 

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 

2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 

35/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang 

menikah pada tanggal 20 Juli 2005 bertempat di KABUPATEN LOMBOK 

TIMUR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/37/VIII/2005 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxx, tertanggal 21 Juli 2005;  

Disclaimer
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2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten 

Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan 

dikaruniai 3 orang anak bernama: 

a. Amrozi Arsyad, laki-laki, umur 17 tahun (ikut Termohon);  

b. Uzwarul Qudsi, laki-laki, umur 12 tahun (ikut Pemohon);  

c. Arobiatul Ain Hanapiah, perempuan, umur 8 tahun (ikut Pemohon);  

3. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai 

goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan: 

a. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;   

b. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dengan baik;   

c. Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan orang tua 

Pemohon; 

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya 

pada bulan Agustus 2021 dan akibatnya Termohon pulang ke rumah orang 

tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon 

berpisah tempat tinggal sampai sekarang;  

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar 

Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi 

tidak berhasil;  

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing 

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka 

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan 

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;  

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk 

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar 

pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun 
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dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk 

menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;  

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini Pemohon bersedia 

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:  

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 

2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i 

Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;  

3. Membebankan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut 

Hukum;  

SUBSIDAIR: 

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang 

Seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan 

Termohon hadir di persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan 

Termohon di persidangan namun tidak berhasil;  

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon 

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama 

Suhirman, S.H., CPM tanggal 22 Januari 2024, ternyata mediasi tidak 

berhasil; 

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi 

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan 

jawaban sebagai berikut; 

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya 

membenarkan permohonan Pemohon kecuali posita angka 3 Termohon 

membantahnya bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar kepada 
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Pemohon, Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik dan 

Termohon tetap menjalin hubungan baik dengan orangtua Pemohon; 

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik 

tetap pada permohonannya; 

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik 

tetap pada jawabannya; 

Bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi setelah agenda jawab 

menjawab walaupun telah diperintahkan untuk hadir kembali dan dipanggil 

secara sah dan patut; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203140107780678 tanggal 25 

Juni 2018 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, 

dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wanasaba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 400/37/VIII/2005 Tanggal 21 Juli 

2005. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai 

dengan aslinya, bukti (P.2); 

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: 

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx 

xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah 

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut: 

-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan 

dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;   

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 

tanggal 20 Juli 2005 di KUA Wanasaba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi 

Nusa Tenggara Barat;   

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 

tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah 

dikaruniai 3 orang anak; 
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- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 

sejak Agustus 2021 sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan 

sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dalam rumahtangga, Termohon 

pulang kerumah orangtuanya;  

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx 

xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah 

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : 

− Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;   

− Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri 

yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2005 di KUA Wanasaba 

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat;  

− Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 

tinggal bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, Desa Mamben Lauk, 

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; 

− Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon 

telah dikaruniai 3 orang anak; 

− Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 

tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 3 

tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara 

Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumahtangga, 

Termohon pulang kerumah orangtuanya;   

− Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan 

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;   

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan 

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun 

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan 

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RB.g 

jis. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka 

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai 

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan 

Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan 

dan pertangkaran disebabkan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar 

kepada Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri 

dengan baik akibatnya sejak Agustus 2021 Pemohon dengan Termohon telah 

berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada 

komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam 

jawaban dan dupliknya membenarkan permohonan Pemohon kecuali posita 

angka 4 sebagai mana dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon wajib 

membuktikan dalil permohonannya dan Termohon membuktikan dalil 

bantahanya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang 

saksi;  
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Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, 

telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat 

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat 

kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh 

Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai 

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti 

bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti 

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan 

bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 2005, 

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah 

memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon 

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2005 di 

KUA Wanasaba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal 

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio 

memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak 

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang 

dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan 

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai 

hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar 

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh 
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karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;  

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 3 tahun yang lalu 

hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah bersatu lagi 

dalam rumahtangga; 

2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, saksi maupun pihak 

keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon 

akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai 

dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 

tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih 

dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut;  

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta 

fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir 

proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon terhadap 

permohonannya sedangkan upaya menasehati Pemohon agar tetap 

mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh 

pada permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga 

Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat 

hidup rukun kembali dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum 

ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa 

saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan 

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
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suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam 

rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus 

ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi; 

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi 

bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan 

akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, 

sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, 

hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :  

 

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada 

menarik segala yang bermaslahat“; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, 

Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah terbukti 

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum 

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;  

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  
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MENGADILI 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;   

2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan 

Agama Selong;   

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp605.000 ,00 (enam ratus lima ribu rupiah).  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Mohammad Irsad Abdul 

Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan 

Kunari, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua 

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan 

dibantu oleh Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Pemohon diluar hadirnya Termohon; 

Ketua Majelis 

 

 

 

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. 

Hakim Anggota 

 

 

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. 

Hakim Anggota 

 

 

Kunari, S.Sy. 

Panitera Pengganti 

 

 

Multazam, SH. 
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Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00 

2. Proses  : Rp.  75.000,00 

3. Panggilan  : Rp. 460.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00 

5. Redaksi  : Rp.  10.000,00 

6. Meterai  : Rp.  10.000,00 

Jumlah  Rp.  605.000,00  

      (enam ratus lima ribu rupiah) 
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